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BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 62 TAHUN 2019 

TENTANG 

( SALINAN J 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi ,Jawa Timur & Undang-Undang 16
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



-2-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Oe\\·an Pervvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4576) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
P2.j,' 1� D�:c;··1h da:; Rc:ri!"'usi D2..-::rah (Lc:-n burc.n Nc:;2.:--2. Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5257);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5864);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07 /2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Oaerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Serita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Selanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

34. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Santuan Sosial Yang
Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450) sebagairnana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedornan Pemberian

Hibah dan Santuan Sosial Yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nornor 465);

35. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 ten tang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Serita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalarn Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang
Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 157);
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36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
' ... .,. --- v nA•·' �qac,·-,-,,-.:, • .,.,..,b�-, p.J,,J.,..,..,,..,,..,, 'l (\,,r,-r,cr,,-,..,.,. n,._,1,.J .,,.,1-�11 .�,.,.1 P-.l�.-.J· ,.., D"'cr,., 11 d"n R"l1C"I1°an Peraturan._:_,.��-'-'-••
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Kcpab Dacrah tcntang Pcnjabaran Pcrtanggunganjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah
Tingkat IT Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor
19/C);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2007 Nomor 3/C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nornor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Ke Dalam Modal Saharn Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Ke Dalarn Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nornor 4);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nornor 6 Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor
6);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4);
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47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi
r ""' ,, 1 ,� l :,,,, '"" ., , .. , 'T' lc1 .. ,,,,_;, •. ,c-1· " ,h """1··n· ·  ,,..., tr·]'0 1 ' rl1"u'O"]" CJ ..,.,rr:111 Pcr-''t1 ''-"'l D"cr,..,h r.r ,.,bll{')"ten Por--oroao__ .. o ......... '--"-. .. 1....,.., ... ..1.. ... .. ........... ..1..C 1.\.-..i•• ,� ....... I . ..._',,A......; v• ......... W .... '" ..I.. 1 ...... ..1....1..1,.ol - '-"-'· _.i. ..... l l , ... J.l

o
U u L-..&< .. ..'ll .,1.._l <..,.l \.....:..l l..l.. .J. 0 

Nomor 2 Tahun 201 7 lentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2017 Nomor 2); 

48. Pcraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);

49. Peraturan Daernh Kabupalen Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun
2011 ten tang Retribusi Jasa Um um (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun
2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 16);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor
17);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka bu paten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Ka bu paten Ponorogo
Tahun 2019 Nomor l);

54. Peraturan Dae rah Ka bu paten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nornor 8);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2018 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 3);
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56. Peraturan Daerah Ka bu paten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
r) ., 1 ' '"·1 1 • n ' 1''";" " .-,!, 'T'"l

1
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2);

57. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggarnn 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Pcraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Bupati Ponorogo Nomor 87
Tahun '.2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 87);

58. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah Ka bu paten
Ponorogo Tahun 2017 Nomor 93);

59. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATl TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri alas: 

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Dana Berimbang

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan

Rp. 

Rp. 

Rp. 

289.017.741.958,4 7 

1.552.016.044.423,00 

459.300.381.534,64 

Rp. 2.300.334.167.916, 11 
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2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 866.771.055.460,00 

2) Belanja Bunga Rp. 

3) Belanja Subsidi Rp. 

4) Belanja Hibah Rp. 40.888.433.34 7 ,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 17.040.512.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 7.753.474.386,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 403.800.509.931,00 

8) Belanja Tidak Terduga RJ2. 89.488.400,00 

Rp. 1.336.343.4 73.524,00 

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 90.770.535.722,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 379.774.154.827,50 

3) Belanja Modal RJ2. 403.302.695.098,4 7 

Rp. 873.84 7 .385.64 7,97 

Jumlah Belanja Rp. 2.210.190.859.17 l ,97 

Surplus Rp. 90.143.308.744, 14 

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 45.272.692.604,52 

b. Pengeluaran RJ2. 2.946.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 43.326.692.604,52 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 132.470.001.348,66 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I. 
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Pasal 3 

P-.:·,;1:.:-�:-;:J.:'.. I...�,po:·:::1.:1 Pc�·,J:s.__..;L ,\:1f;;.:i..ran s'-b�ti�ir.1ana J;mdksud do.lam Pas ... tl 1, dirinci lebih lanjut kc dalam Pcnjabaran Laporan Realisasi 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah . 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran IL 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1m dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 9 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TIO. 

AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 9 Juli 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI
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BERIT.A. D.'\ERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 62. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM

/SEK ETARIAT DAERAH 
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